
  



A. PENDAHULUAN 

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan 

yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk 

kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. (berdasarkan Undang Undang No 

13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin). 

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial 

dan ekonomi muncul di tengah masyarakat.Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 hampir 

melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini 

berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana para pengusaha UMKM 

melakukan pemutusan hak kerja sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam 

waktu yang belum ditentukan.Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat 

dirugikan akibat kasus Corona ini.Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan 

pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah 

pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek 

online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. 

Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah 

menyalurkan berbagai skema bantuan sosial yang menjangkau lebih dari 250.000 

keluarga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, situasi di 

lapangan sangat dinamis. Pandemi covid-19 berdampak sangat luas sehingga masih 

banyak warga yang belum terjangkau bantuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penanganan fakir miskin ditengah 

pandemi Covid -19 yaitu dengan membuat dan menerapkan program Lapor Bansos 

Online. Lapor Bansos Online merupakan program pelaporan online terkait bantuan 

sosial bagi masyarakat Banyuwangi. Bantuan ini diutamakan bagi warga terdampak 

pandemi Covid-19 yang belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah, baik pusat 

maupun daerah seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan 

Non Tunan (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan Sosial Tunai 

(BST) Kementerian Sosial, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan 

Bantuan Alat Pelidung Diri (APD). 

 

 

 



Program ini bertujuan untuk memfasilitasi Masyarakat Banyuwangi yang belum 

terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum mendapatkan 

bantuan dari pemerintah agar dapat segera menerima bantuan.  Masyarakat 

Banyuwangi dapat melakukan pelaporan melalui link http://bit.ly/bansosbwi. 

Laporan yang telah diterima disilangkan dengan data smart kampung sehingga secara 

otomatis data tertolak jika sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial 

pemerintah lainnya. Setelah menerima laporan dari masyarakat maka langkah 

selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengiriman paket sembako sesuai ketentuan. 

 

 

B.  TUJUAN INOVASI  
 

Tujuan dari adanya program Lapor Bansos Online ini yaitu : 

• Menfasilitasi Masyarakat Banyuwangi yang belum terdata dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah 

agar dapat segera menerima bantuan; 

• Pemerataan penyaluran bantuan sosial bagi Masyarakat Banyuwangi; 

• Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penerima manfaat terdampak covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.  MANFAAT INOVASI  

 
Manfaat  dari adanya program Lapor Bansos Online ini yaitu : 

• Meningkatnya sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Daerah, Masyarakat 

dan Pihak Swasta 

• Terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat terdampak covid-19 

 

D. PEDOMAN TEKNIS  

 
• Program Lapor Bansos Online dilakukan berdasarkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang telah ditentukan 

• Syarat penerima bantuan Lapor Bansos Online harus berdomisili di Banyuwangi 

• Bukan penerima Bantuan PKH, BPNT, BLT Desa, BST Kemensos, BPUM dan 

Bantuan APD 

• Laporan yang telah masuk disinkronisasikan dengan aplikasi Smart Kampung, 

sehingga secara otomatis jika sudah terdaftar sebagai penerima bantuan 

pemerintah lainnya akan laporan akan ditolak. 



 

 

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 

 
No 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

Masyarakat tidak 

mampu 

Dinas Sosial PPKB  Penerima Manfaat  Kelengkapan Waktu Output Keteranga

n 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 

1 Laporan Data By Name By 
Address 

 

 
  

Data By 
NIK 

-  

 

2 Sinkronisasi Data Ke Aplikasi 
Smart Kampung  

 
 

 
 

 

Data By NIK   1 Jam  

 

3 Verifikasi Data Layak Menerima 
Bantuan / Tidak  

  
 

 

Data By 
NIK 

3 Jam Data Valid  

 

4 Distribusi sembako kepada 

penerima manfaat   

  
 

 

 

 

 12 Jam  
Paket 

Sembako  

 

 

Mulai  

Hasil Sinkron Data  

Verifikas

i data  

Distribusi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


